BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.733, 2016 KEMEN-ATR/BPN. Produk Hukum. Pembentukan
dan Evaluasi.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi
dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik di
bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, dibutuhkan
landasan dalam bentuk produk hukum;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keseragaman
pembentukan dan evaluasi produk hukum di lingkungan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional, perlu diselenggarakan melalui prosedur
penyusunan dengan metode yang pasti, baku dan
standar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional tentang Pembentukan dan Evaluasi
Produk Hukum di lingkungan Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
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Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P
Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan
Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun
2014-2019;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan
Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia,
dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN
DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DIl LINGKUNGAN
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KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Produk Hukum adalah peraturan perundang-undangan,
aturan kebijakan, dan penetapan untuk melaksanakan
urusan pemerintahan bidang agraria/pertanahan dan
tata ruang.

Pembentukan Produk Hukum adalah pembuatan Produk
Hukum yang mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, persetujuan konsep,
penetapan dan penyebarluasan.

Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap
proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
dan Produk Hukum bidang agraria/pertanahan dan tata
ruang.

Peraturan adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri
berdasarkan materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang
agraria/pertanahan dan tata ruang.

Surat Edaran adalah kebijakan menteri dan/atau pejabat
Pimpinan Tinggi Madya yang berisi pengefektifan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau
pengaturan yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan
teknis.

Keputusan adalah keputusan yang diterbitkan atas dasar
suatu kebijakan yang bersifat menetapkan, mengubah,
membatalkan atau mencabut, kepada orang, pegawai
atau unit organisasi/satuan kerja, atau terhadap obyek
fisik di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Instruksi adalah petunjuk atau arahan yang diterbitkan

dalam rangka mengatur pelaksanaan teknis peraturan
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10.

11.

perundang-undangan dan/atau pelaksanaan suatu
kegiatan kementerian kepada seluruh pejabat dan
pegawai di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional.

Petunjuk Teknis adalah serangkaian manual/petunjuk
tentang tata cara atau urutan suatu kegiatan teknis
operasional atau administratif tertentu yang harus diikuti
oleh pejabat/pegawai pada suatu unit organisasi
dan/atau unit kerja.

Pemrakarsa adalah unit kerja yang mengusulkan dan
melakukan pembentukan produk hukum.

Lembar Kendali Produk Hukum adalah lembar bukti
persetujuan unit organisasi dan/atau unit kerja terhadap
konsep produk hukum.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata

ruang.

BAB 11
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan di

lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional harus dilakukan berdasarkan pada asas

pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi:

a.

o

- ® o o

kejelasan tujuan;

kesesuaian antar jenis, hierarki dan materi muatan;
dapat dilaksanakan;

kedayagunaan dan kehasilgunaan;

kejelasan rumusan; dan

keterbukaan.

Pasal 3
Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus

mencerminkan asas:
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Pengayoman;
Kemanusiaan;
Kebangsaan;
Kekeluargaan;

Kenusantaraan;

e Qo0 TP

Bhinneka tunggal ika;

Keadilan;

> @

Kesamaan kedudukan  dalam hukum  dan
pemerintahan;

i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

B Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat
berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan

Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini dimaksudkan agar tercipta
keseragaman pembentukan dan evaluasi produk hukum
di lingkungan  Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang diselenggarakan
melalui prosedur penyusunan dengan metode yang pasti,
baku dan standar.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan
tertib administrasi dalam menyelenggarakan
pemerintahan yang baik dan sebagai pedoman bagi
pejabat, unit organisasi, dan unit kerja di lingkungan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional dalam melaksanakan pembentukan dan

evaluasi produk hukum.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:

a.

b
C.
d.
e

jenis, kerangka, dan materi muatan;
perencanaan produk hukum;
pembentukan produk hukum;
kewenangan penetapan; dan

evaluasi.
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